
Rekomendasi/pengesahan surat keterangan domisili organisasi 
Masyarakat/politik
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Keterangan dari Nagari

2. 2. Membawa fotocopy KTP dan KK Ketua/Penanggung jawab

3. 3. Membawa fotocopy akte pendirian/susunan kepengurusan yang telah di sahkan oleh pimpinan 

setingkat diatas di Parpol/LSM

4. 4. Membawa fotocopy bukti lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan surat keterangan domisili organisasi Masyarakat/politik

Pengaduan Layanan

Kecamatan Silaut

Jl.Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 

25674 082287861112 

https://silautkec.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Silaut

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 07:46. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://https://silautkec.pesisirselatankab.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8248084/pemerintah-kab-pesisir-selatan/rekomendasipengesahan-surat-keterangan-domisili-organisasi-masyarakatpolitik


1.  Datang Langsung Ke Kecamatan Silaut Alamat Jl.Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249 , Kabupaten Pesisir 

Selatan

2.   Kode pos 25674

3.   Melalui surat ke alamat Kecamatan Silaut

4.   Melalui Email kecamatansilaut15@gmail.com

5.Kotak Saran

Kecamatan Silaut

Jl.Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat 

25674 082287861112 

https://silautkec.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Silaut

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 07:46. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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